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Abstrak 
Surabaya memiliki terminal bus Purabaya yang termasuk terminal bus terbesar di Asia Tenggara dan merupakan terminal bus tersibuk di Indonesia dengan jumlah penumpang mencapai 120.000 orang per hari. Terminal Purabaya memiliki 25 jalur keberangkatan bus termasuk AKDP,AKAP, bus malam baik patas maupun ekonomi. Dari jumlah keseluruhan jalur keberangkatan yang tersedia, terdapat 1 jalur keberangkatan yang paling menarik yakni jalur keberangkatan jurusan Surabaya-Yogyakarta. Jalur keberangkatan jurusan Surabaya-Yogyakarta menjadi menarik sebab diisi oleh armada bus yang seringkali terlibat kecelakaan, yakni Perusahaan Otobus (Selanjutnya disebut P.O.) Eka Mira Bus dan P.O. Selamat Sumber Group. Armada bus yang mengisi trayek jurusan Surabaya-Yogyakarta meskipun seringkali terlibat kecelakaan namun tetap memiliki peminat yang cukup banyak bahkan beroperasi 24 jam dalam sehari. Tingginya minat konsumen terhadap trayek bus Surabaya-Yogyakarta secara tidak langsung mengakibatkan padatnya jadwal keberangkatan bus yang mencapai 2-3 menit pada akhir pekan. Padatnya jadwal keberangkatan bus mengakibatkan terjadinya pelanggaran waktu kerja pengemudi. Adanya peraturan terkait jam kerja pengemudi cenderung hanya sebagai pelengkap saja bagi pihak pengemudi dan perusahaan penyedia jasa angkutan umum. Untuk mengetahui dan memahami kendala dan  langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi kendala saat menegakkan pasal 90 Undang-Undang Lalulintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ)tentang waktu kerja pengemudi. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yakni menggambarkan pelaksanaan pasal 90 UU LLAJ oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah terminal Purabaya dan di dalam bus kelas ekonomi jurusan Surabaya-Yogyakarta. Informan dalam penelitian ini adalah petugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah terminal Purabaya, pengemudi bus kelas ekonomi jurusan Surabaya-Yogyakarta serta penumpang bus jurusan Surabaya-Yogyakarta. Informan dalam penelitian ini akan diambil secara random. Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan aturan waktu kerja pengemudi belum berjalan dengan baik. Petugas di lapangan tidak bisa membuktikan terjadinya pelanggaran dikarenakan minimnya jumlah petugas serta tidak adanya sarana yang mendukung. Upaya preventif berjalan dengan baik berkat kerja sama pihak Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Polda Jawa Timur. Hambatan yang dialami oleh petugas Dinas Perhubungan adalah jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah armada yang beroperasi serta tidak adanya alat yang memadai untuk membuktikan terjadinya pelanggaran. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : SK.1186/HK.402/DRJD/2002 Tentang Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek Dan Teratur, Seharusnya pelaku pelanggaran menerima sanksi administratif berupa pembekuan izin trayek sampai dengan paling lama 6 bulan dan penundaan perluasan izin trayek paling lama 24 bulan

Kata Kunci: Pasal 90 UU LLAJ,  waktu kerja pengemudi, trayek bus Surabaya-Yogyakarta.
Abstract
Surabaya has several main bus terminal which includes the largest bus terminal in Southeast Asia and is the busiest bus terminal in Indonesia with the number of passengers reached 120,000 per day. Terminal Purabaya has 25 Bus lane departure included AKDP, AKAP, Night Bus patas and economic good. Of the total number of lane departure is available, there is one lane departure of the most interesting is a lane departure majors Surabaya-Yogyakarta. Lane departure majors Surabaya-Yogyakarta to be interesting because it is filled by a fleet of buses that are often involved in accidents, namely P.O. Eka Mira Bus and P.O. Congratulations Resource Group. Bus fleet fill Surabaya route majors-Yogyakarta though often involved in the accident but still has quite a lot of fans who even operate 24 hours a day. The high interest of consumers against bus lines Surabaya-Yogyakarta indirectly lead to the tight schedule of bus departures which reached 2-3 minutes on weekends. Tight schedule resulted in the departure of the bus driver's violation of labor time. Their related regulations driver working hours tend to be only as a supplement only for the driver and the provider of public transport services. This thesis uses descriptive research, which describes the implementation of article 90 of Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation by East Java Provincial Transport Department. The location of this research is in the Office of East Java Provincial Transport Department, the Office UPTD several main terminal and in economy class buses majors Surabaya-Yogyakarta. Informants in this study is an officer of East Java Provincial Transport Department, officers UPTD Purabaya terminal, the bus driver Surabaya majoring in economy class-Yogyakarta and Surabaya majors bus passengers-Yogyakarta. Informants in this study will be taken at random. The data collected in this study will be analyzed qualitatively describes the available data and then do the description and interpretation of the sentences in order to obtain a discussion or exposure to systematic and understandable. The result of this research is the implementation of the working time rules the driver has not been going well. Officers in the field can not prove the infringement because minimnya the number of officers and the lack of means of support. Preventive efforts went well thanks to cooperation with the Department of Transportation of East Java Province and East Java regional police. Barriers experienced by officers of Department of Transportation is the number of staff is not proportional to the number of operating fleet as well as the absence of an adequate tool to prove the infringement. In accordance with the decision of the Director General of Land Transportation Number: SK.1186 / HK.402 / DrJD / 2002 on Issuance of Administrative Sanctions Against Abuse ducted by Public Transport Entrepreneurs In Route And Organized, supposed offenders receive administrative sanctions such as the freezing of route permits up to period of 6 months and delay the expansion of route permits a maximum of 24 months
./








Dalam menjalankan aktifitas sehari-hari setiap manusia pasti memiliki kebutuhan untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain baik itu dalam kepentingan pendidikan, perdagangan, ataupun pekerjaan. Perpindahan dari satu lokasi ke lokasi yang lain tentunya membutuhkan jarak dan waktu yang harus di tempuh. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, manusia mengenal adanya transportasi sebagai sarana untuk membantu menjalankan aktifitas kesehariannya. “Tak hanya pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar warga Indonesia sekarang, transportasi keseharian (umum) juga sudah jadi kebutuhan dasar”.​[1]​ 
Menurut wilayah pelayanannya, angkutan penumpang dengan kendaraan umum, terdiri dari angkutan lintas batas Negara, angkutan Antar Kota Antar Provinsi, angkutan kota, angkutan pedesaan, angkutan perbatasan, angkutan khusus, angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan pariwisata dan angkutan lingkungan. Sedangkan menurut sifat operasi pelayanannya, angkutan penumpang dengan kendaraan umum di atas dapat dilaksanakan dalam trayek dan tidak dalam trayek kendaraan bukan umum.​[2]​
Transportasi menggunakan kendaraan umum dalam trayek  khususnya menggunakan bus di Surabaya terus mengalami peningkatan jumlah penumpang yang sangat banyak, tercatat pada tahun 2010 peminat transportasi menggunakan bus sebanyak 13.579.425 penumpang dan terus bertambah hingga mencapai 16.216.936 pada tahun 2012 seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Arus Kendaraan dan Penumpang di Terminal Purabaya Tahun 2010-2012

Sumber : BPS Kota Surabaya 
Surabaya memiliki terminal bus Purabaya yang termasuk terminal bus terbesar di Asia tenggara dan merupakan terminal bus tersibuk di Indonesia dengan jumlah penumpang mencapai 120.000 per hari.​[3]​ Hasil pengamatan di lapangan menyatakan bahwa di terminal Purabaya terdapat 25 jalur keberangkatan bus termasuk AKDP,AKAP,dan Bus Malam baik patas maupun ekonomi. Dari jumlah keseluruhan yakni 25 jalur keberangkatan yang tersedia, yang menjadikan menarik adalah jalur keberangkatan jurusan Surabaya-Yogyakarta yang terbagi ke dalam 2 jalur yakni patas dan ekonomi. Jalur keberangkatan jurusan Surabaya-Yogyakarta menjadi menarik sebab diisi oleh armada bus yang seringkali terlibat kecelakaan​[4]​ namun tetap memiliki peminat yang sangat banyak bahkan beroperasi 24 jam dalam sehari.
Rambat lupiyohadi dan A. Hamdani dalam bukunya Manajemen Pemasaran Jasa menyebutkan bahwa pada  dasarnya kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan atas produk akan berpengaruh pada pola perilaku selanjutnya. Kotler menyatakan bahwa hal ini ditunjukkan pelanggan setelah terjadi proses pembelian. Apabila pelanggan merasa puas, maka dia akan menunjukkan besarnya kemungkinan untuk kembali membeli produk yang sama”. ​[5]​ 
Peminat tranportasi darat menggunakan bus yang sangat banyak terutama pada saat hari libur nasional seperti mudik lebaran, mengakibatkan pihak perusahaan otobus (PO) maupun Perum DAMRI harus menyiagakan armada cadangan bus pariwisata untuk melayani penumpang. Tercatat pada saat mudik lebaran tahun 2014 lalu jumlah penumpang bus antar kota di terminal Purabaya mencapai mencapai sekitar 73 ribu orang.​[6]​ Jumlah penumpang dan armada yang sangat banyak otomatis berakibat pada padatnya jadwal keberangkatan dan kedatangan bus di tiap - tiap terminal. Menurut  eko seorang kru bus sugeng rahayu, jeda waktu keberangkatan tiap armada bisa mencapai 10-15 menit pada hari biasa dan bisa mencapai 2-3 menit pada akhir minggu. Padatnya jadwal keberangkatan menjadikan persaingan antar pengemudi bus tiap - tiap armada untuk berebut penumpang hingga terkesan mereka mengemudi ugal-ugalan.
Seorang pengemudi bus seharusnya mentaati aturan perundang-undangan, baik peraturan yang dibuat oleh Perusahaan Otobus maupun peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia. Aturan-aturan tersebut bisa berupa kewajiban kru bus memakai seragam dari P.O, kewajiban kelengkapan surat kendaraan, kewajiban pemeriksaan kendaraan, kewajiban menjaga kebersihan kendaraan, kewajiban menerapkan tarif sesuai aturan, dan banyak lagi aturan yang harus di taati.​[7]​ Peraturan terkait jam kerja pengemudi kendaraan bermotor umum sudah tertulis dalam Pasal 90 UU LLAJ (selanjutnya disebut UU LLAJ) yang berbunyi : 
(1)	Setiap perusahaan angkutan umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi kendaraan bermotor umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)	Waktu kerja bagi Pengemudi kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari.
(3) 	Pengemudi kendaraan bermotor umum setelah mengemudikan kendaraan selama 4 (empat) jam berturut turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.
(4) 	Dalam hal tertentu pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam. 
Pengemudi yang bermaksud untuk mendapatkan penghasilan tambahan tentu akan berusaha untuk mencari penumpang sebanyak mungkin, bahkan tidak jarang pengemudi  mengabaikan aturan yang ada hingga berakibat terjadinya pelanggaran baik bagi pengemudi maupun bagi Perusahaan Otobus. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi juga sangat banyak jumlah dan jenisnya mulai dari pelanggaran tarif, pelanggaran masa berlaku uji berkala, menerobos markah jalan tidak terputus, mengemudi ugal-ugalan hingga membahayakan nyawa pengendara lain dan lain sebagainya.​[8]​	
	Terjadinya pelanggaran di jalan raya yang mengakibatkan kecelakaan hingga jatuh korban jiwa sebagian besar penyebabnya adalah dari pengemudi atau biasa kita kenal dengan human error. Tercatat tahun 2014 terdapat 2003 kasus kecelakaan yang terjadi, 379 kasus diantaranya disebabkan karena pengemudi mengantuk dan kelelahan.​[9]​ Pengemudi mengantuk dan kelelahan disebabkan karena terjadinya pelanggaran jam kerja oleh pengemudi  bus. Seperti contoh, menurut Supri pengemudi bus Mira. Dalam sehari untuk bus trayek jurusan Surabaya-Yogyakarta seorang pengemudi bisa menempuh 2 kali keberangkatan (Surabaya-Jogja, Jogja-Surabaya), padahal dalam aturan telah ditetapkan batasan waktu istirahat pengemudi, batas maksimal jumlah jam mengemudi dalam sehari, serta pergantian pengemudi. 
	Pelanggaran jam kerja pengemudi kendaraan bermotor umum jika dilihat dari sisi perusahaan penyedia jasa angkutan umum juga sangat merugikan sebab, kendaraan yang dipaksa untuk bekerja sangat keras hingga berjam-jam lamanya juga akan berpotensi semakin mudah rusak. Peraturan terkait pelanggaran jam kerja pengemudi diatur dalam Pasal 92 Ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi “setiap perusahaan angkutan umum yang tidak mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dikenai sanksi administratif”. 
	Adanya peraturan terkait jam kerja pengemudi cenderung hanya sebagai pelengkap saja bagi pihak pengemudi dan perusahaan penyedia jasa angkutan umum. Terbukti masih adanya pelanggaran yang dilakukan baik oleh pengemudi maupun oleh perusahaan penyedia jasa angkutan umum meskipun sudah berulang kali dilakukan penilangan.​[10]​
Berdasarkan dari uraian di atas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN PASAL 90 UU LLAJ (TERKAIT BATASAN WAKTU KERJA PENGEMUDI) PADA TRAYEK BUS JURUSAN SURABAYA-YOGYAKARTA ”.
Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan waktu kerja Pengemudi kendaraan bermotor umum pada trayek bus jurusan Surabaya – Yogyakarta apakah sudah sesuai dengan Pasal 90  UU LLAJ. Kedua, untuk mengetahui dan memahami kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur saat menegakkan Pasal 90 UU LLAJ. Ketiga, untuk mengetahui dan memahami langkah apa saja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi kendala saat menegakkan pasal 90 UU LLAJ.

METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris/non doktrinal. Adapun pendekatan sosiologis yang dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan  langsung.​[11]​	
	Informan dari penelitian ini adalah: (a)Staff Tata Terminal UPTD terminal Purabaya dipilih karena memiliki informasi terkait jumlah trayek yang beroperasi, jumlah armada yang beroperasi untuk jurusan Surabaya-Yogyakarta, jadwal kedatangan dan keberangkatan bus serta jumlah pelanggaran yang terjadi di terminal Purabaya. (b)Humas Angkutan Umum Dalam Trayek DLLAJ Provinsi Jawa Timur dipilih karena memiliki informasi mengenai jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan maupun pengemudi armada bus jurusan Surabaya-Yogyakarta, jumlah sanksi yang diberikan baik kepada pengemudi maupun kepada perusahaan, dan macam macam sanksi yang diberikan baik kepada pengemudi maupun kepada perusahaan bus jurusan Surabaya – Yogyakarta yang terbukti melanggar pasal 90 UU LLAJ. (c)Pengemudi bus  jurusan Surabaya – Yogyakarta dipilih karena dapat memberikan informasi mengenai jam kerja pengemudi, waktu istirahat pengemudi, jumlah pengemudi untuk satu armada, dan jadwal pergantian pengemudi untuk tiap-tiap armada dengan label  jurusan Surabaya – Yogyakarta. 
	Kategori pengemudi yang dipilih adalah pengemudi yang mengemudikan bus kelas ekonomi serta pengemudi yang telah berpengalaman minimal 3 tahun dalam mengemudikan bus khususnya jurusan Surabaya-Yogyakarta. pemilihan pengemudi dilakukan secara acak pada masing-masing Perusahaan Otobus namun tetap sesuai dengan kriteria batas minimal pengemudi tersebut mengemudikan bus dengan trayek Surabaya – Yogyakarta, yakni minimal 3 tahun. (d)Penumpang bus jurusan Surabaya-Yogyakarta dipilih karena memiliki informasi mengenai kebiasaan pengemudi selama perjalanan guna memverifikasi kebenaran data yang telah disampaikan oleh pengemudi. Pemilihan penumpang dilakukan secara acak dengan ketentuan penumpang yang naik dari kota Surabaya dan turun di Yogyakarta dan seringkali melakukan perjalanan menggunakan bus dengan tujuan Surabaya – Yogyakarta. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (a)Wawancara Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara digunakan untuk memperoleh berbagai informasi terkait masalah yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung pada Pengemudi bus jurusan Surabaya-Yogyakarta untuk mengetahui bagaimana jam kerja pengemudi, jumlah pengemudi dalam 1 armada, serta jadwal pergantian pengemudi. Wawancara juga akan dilakukan pada penumpang bus jurusan Surabaya – Yogyakarta dengan ketentuan penumpang yang naik dari kota Surabaya dan turun di Yogyakarta juga sebaliknya untuk memverifikasi informasi yang diberikan oleh pengemudi bus jurusan Surabaya – Yogyakarta. Selanjutnya, wawancara juga akan dilakukan dengan Staff Tata Terminal UPTD Terminal Purabaya dan Humas Bidang Angkutan Umum Dalam Trayek DLLAJ Provinsi jawa timur untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal 90 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (b)Dokumentasi Teknik pengumpulan data dengan melakukan dokumentasi digunakan 	untuk memperoleh data tentang berbagai macam dokumen yang relevan 	dengan permasalahan yang akan dikaji. Seperti contoh : dokumen mengenai 	jumlah bus yang beroperasi di terminal Purabaya khususnya trayek Surabaya-	Yogyakarta. (c)Observasi. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi digunakan untuk mengamati secara langsung gejala-gejala hukum yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini peneliti berperan sebagai partisipan yakni ikut ambil bagian atau melibatkan diri dalam objek yang diteliti yakni di dalam bus jurusan Surabaya – Yogyakarta.
	Teknik pengelolaan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.​[12]​
PEMBAHASAN
A.	Pelaksanaan waktu kerja pengemudi kendaraan bermotor umum pada trayek bus jurusan Surabaya-Yogyakarta ditinjau dari Pasal 90 UU LLAJ.
Waktu kerja pengemudi seperti yang tertulis dalam Pasal 90 UU LLAJ menjelaskan bahwa 
(1)	Setiap perusahaan angkutan umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi kendaraan bermotor umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)	Waktu kerja bagi Pengemudi kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari.
(3) 	Pengemudi kendaraan bermotor umum setelah mengemudikan kendaraan selama 4 (empat) jam berturut turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.
(4) 	Dalam hal tertentu pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam. 
`Dalam pasal 90 UU LLAJ yang dimaksud dengan Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan / atau barang dengan kendaraan bermotor umum, sedangkan kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan / atau orang dengan dipungut bayaran. 
Merujuk pada teori efektivitas hukum, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima faktor), yaitu :
1.	Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2.	Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3.	Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4.	Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5.	Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipata dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.​[13]​
Faktor hukumnya sendiri (undang-undang) yang dimaksud dalam hal ini adalah belum adanya aturan pelaksana untuk Pasal 90 UULLAJ  Belum adanya aturan pelaksana untuk pasal 90 UULLAJ mengakibatkan adanya celah untuk terjadinya pelanggaran hukum. Faktor penegak hukum dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur juga merasa kesulitan untuk menegakkan aturan yang ada, sebab jumlah petugas yang bekerja di lapangan tidak sebanding dengan jumlah armada yang beroperasi. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya pelanggaran waktu kerja pengemudi adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yang hingga saat ini dirasa belum terpenuhi sehingga menimbulkan celah untuk melakukan pelanggaran hukum. Maksud dari belum terpenuhi yakni tidak adanya alat atau sarana yang memadai untuk memberikan cukup bukti bahwa seseorang telah melanggar aturan waktu kerja pengemudi.
Faktor berikutnya timbul dari masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat dalam hal ini selaku konsumen perusahaan penyedia jasa angkutan umum sudah seharusnya menyadari hak nya sebagai seorang konsumen, apa saja yang harus didapatkan dan apa saja kewajibannya sebagai seorang konsumen.  
Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar penumpang hanya menyadari kewajibannya kepada pihak perusahaan penyedia jasa yakni dengan membayarkan ongkos / biaya perjalanan kepada armada yang sedang beroperasi. Sudah seharusnya masyarakat menyadari hak yang seharusnya didapatkan sebagai seorang konsumen yakni untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang dan atau jasa.
Pengemudi kendaraan bermotor umum yang melakukan pelanggaran waktu kerja pengemudi dapat diartikan telah mengabaikan hak konsumen untuk mendapatkan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Sudah seharusnya masyarakat turut mengawasi penerapan waktu kerja pengemudi sesuai dengan yang tertulis dalam pasal 90 UU LLAJ dimana ketika masyarakat melihat terjadinya pelanggaran, masyarakat bisa memberikan teguran kepada pengemudi yang melakukan pelanggaran dengan alasan keselamatan dalam perjalanan. 
Lain daripada itu faktor lain yang sangat berpengaruh yakni kebudayaan yang timbul dari kebiasaan pengemudi. Merujuk pada pasal 1367KUH Perdata, hubungan antara pengemudi dan perusahaan adalah sebagai majikan dan bawahan yang dalam hal ini perusahaan penyedia jasa angkutan umum bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengemudi selaku orang yang mewakili urusan-urusan mereka.pengemudi sebagai orang yang mewakili perusahaan penyedia jasa angkutan umum sudah seharusnya menyadari kewajiban untuk mentaati aturan yang berlaku, namun pelanggaran yang terus menerus terjadi dan tidak adanya respon dari pihak berwenang untuk menindak tegas pelaku pelanggaran menjadikan budaya pelanggaran merupakan suatu hal yang wajar. 
Pada kenyataannya pihak yang berwenang dalam hal ini  yakni Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur juga merasa kesulitan untuk menindak para pelaku pelanggaran sebab selain jumlah petugas yang sangat minim dibandingkan jumlah armada, ketiadaan alat untuk membuktikan terjadinya pelanggaran juga turut menjadi penyebab sulitnya petugas untuk menindak para pelaku pelanggaran waktu kerja pengemudi.
Dari hasil penelitian didapatkan informasi bahwa terkait pemberlakuan waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi kendaraan bermotor umum sudah di sosialisasikan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini, yakni Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta telah dilaksanakan pula oleh pihak perusahaan penyedia jasa angkutan umum. Terkait batasan waktu kerja pengemudi seperti yang tertera dalam pasal 90 ayat (2) yakni maksimal 8 jam sehari, ayat (3) yakni setelah mengemudi 4 jam berturut turut harus beristirahat minimal 30 menit, dan ayat (4) yakni setelah mengemudi 12 jam sehari termasuk waktu istirahat 1 jam, ada aturan khusus yang diterapkan oleh pihak perusahaan kepada pengemudi yang dalam hal ini diawasi oleh pegawai dari perusahaan otobus yang ditempatkan di tiap-tiap terminal atau biasa disebut mandor. 
Adanya kewenangan yang diberikan kepada mandor ini menjadikan pihak perusahaan lengah dalam pengawasan terhadap waktu kerja pengemudi seperti apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang. Fakta di lapangan menyatakan bahwa banyak pengemudi yang diberikan waktu istirahat tidak sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang. Waktu istirahat yang diberikan kepada pengemudi berkisar antara 10 hingga 20 menit, dengan dalih jika beristirahat terlalu lama akan terjadi penumpukan armada dan akan menuai perotes dari penumpang.
B.	Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur saat menegakkan Pasal 90  UU LLAJ
Kendala yang dihadapi oleh dinas perhubungan Provinsi Jawa Timur saat menegakkan pasal 90 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 datang dari internal dinas perhubungan sendiri serta dari masyarakat dan pelaku usaha. Permasalahan internal terjadi saat petugas dari dinas perhubungan akan menegakkan aturan terkait waktu kerja pengemudi namun jumlah petugas yang tersebar di lapangan sangat sedikit jumlahnya jadi dalam hal ini fungsi pengawasan armada yang berjalan tidak berlangsung dengan baik, lain daripada itu alat atau sarana untuk membuktikan seberapa lama pengemudi tersebut telah mengemudikan kendaraan yang dibawa juga tidak ada. Petugas dari dinas perhubungan merasa kesulitan saat ingin menunjukkan bukti terjadinya pelanggaran waktu kerja pengemudi kepada para pengemudi. 
Kendala yang datang dari masyarakat berupa rendahnya tingkat kesadaran hukum dari masyarakat yang menjadi konsumen perusahaan penyedia jasa angkutan umum. Rendahnya tingkat kesadaran ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang didapat dari 4 orang penumpang bus jurusan Surabaya-Yogyakarta, tidak satu orangpun yang merasa keberatan ketika haknya sebagai konsumen perusahaan penyedia jasa telah dilanggar, bahkan beberapa orang merasa tidak nyaman hingga melakukan protes dan ingin segera melanjutkan perjalanan saat pengemudi mengambil waktu istirahat yang dirasa terlalu lama. Padahal tanpa mereka ketahui dengan melakukan protes kepada pengemudi secara tidak langsung penumpang tersebut telah mempersilahkan haknya sebagai seorang konsumen untuk dilanggar oleh para pelaku usaha.
Sedangkan kendala yang datang dari para pelaku usaha berupa adanya keinginan untuk mendapatkan penghasilan lebih, sehingga secara tidak langsung menjadikan pengemudi tersebut lupa akan kewajibannya untuk mentaati aturan yang ada. Dalam aturan pasal 90 UU LLAJ menyatakan bahwa waktu mengemudi dalam 1 hari maksimal 8 jam. Namun pada kenyataanya hasil observasi di lapangan menyatakan bahwa dalam 1 hari pengemudi hanya mengambil waktu istirahat 1 hingga 3 jam di terminal giwangan Yogyakarta untuk beristirahat, setelah itu akan bersiap untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Surabaya. Dari hasil observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 1 hari pengemudi mengemudikan kendaraannya melebihi batas waktu maksimal yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran waktu kerja yang dilakukan oleh pengemudi disebabkan faktor lemahnya kesadaran hukum pengemudi tentang pentingnya mentaati aturan tentang waktu kerja pengemudi. 
C.	Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi kendala pelanggaran waktu kerja pengemudi.




Dalam hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab III dapat diambil simpulan sebagai berikut : (a) Pelakasanaan waktu kerja pengemudi belum sesuai dengan apa yang tertulis pada Pasal 90 UU LLAJ. (b)Kendala yang dihadapi oleh dinas perhubungan berasal dari : (1) Minimnya jumlah petugas yang tersebar di lapangan serta tidak adanya sarana yang mendukung untuk penegakan Undang-Undang. (2) Lemahnya kesadaran hukum dari penumpang dan pelaku usaha untuk mentaati aturan yang ada. (c) Sejauh ini pihak Dinas Perhubungan hanya bisa melakukan upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran. Upaya preventif yang dilakukan berupa uji kir dan tes kesehatan secara berkala.
Saran




Adisasmita, Rahardjo. 2015. Analisis kebutuhan transportasi. Yogyakarta:Graha Ilmu. 

Fajar,Mukti. dan Achmad,Yulianto. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
Lupiyohadi, Rambat dan A. Hamdani.  2006. Manajemen Pemasaran Jasa. Salemba Empat. 

M.Hadjon, Philipus. Dkk. 2002. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.

Matthew B. Miles dan A Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta:UI-Press.

Soekanto,Soerjono.1983.Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta:Raja Grafindo Persada. 

Soekanto, Soerjono. 1985. Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi. Bandung: Remadja karya cv.

Soekanto, Soerjono. 2008, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta:PT raja grafindo persada.

Sugiyono.2010. Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta.

Sunggono, Bambang. 2011. Metodologi penelitian hukum. Jakarta:Raja Grafindo Persada. 

Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang  standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 228).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317).

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5468). 

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Penyelanggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) 

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.1186/HK.402/DRJD/2002 Tentang Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek Dan Teratur.

Website
Julaikah,Nurul. 2014. Transportasi Umum menjadi kebutuhan utama warga Indonesia,20 November 2014, (http://www.merdeka.com/uang/transportasi-umum-menjadi-kebutuhan-utama-warga-indonesia.html (​http:​/​​/​www.merdeka.com​/​uang​/​transportasi-umum-menjadi-kebutuhan-utama-warga-indonesia.html​). diakses pada 14 april 2015)

____________ Transportasi, (http://www.surabaya.go.id/infokota/index.php?id=7 (​http:​/​​/​www.surabaya.go.id​/​infokota​/​index.php?id=7​), diakses pada 14 april 2015)

____________. 2010. Transportasi di Surabaya.  
(http://www.transsurabaya.com/2010/07/transportasi-di-surabaya/ (​http:​/​​/​www.transsurabaya.com​/​2010​/​07​/​transportasi-di-surabaya​/​​), diakases pada 14 april 2015)

_________. 2011. Terminal purabaya. ( http://www.transsurabaya.com/2011/01/terminal-purabaya-bungurasih/ (​http:​/​​/​www.transsurabaya.com​/​2011​/​01​/​terminal-purabaya-bungurasih​/​​), diakses pada 14 april 2015) 

Sudarmawan. 2012. Bus sumber kencono renggut 36nyawa dalam setahun. (http://www.tribunnews.com/regional/2012/01/06/bus-sumber-kencono-renggut-36-nyawa-dalam-satu-tahun (​http:​/​​/​www.tribunnews.com​/​regional​/​2012​/​01​/​06​/​bus-sumber-kencono-renggut-36-nyawa-dalam-satu-tahun​), diakses pada 14 april 2015) 

Deas, Sugeng. 2014. Mulai operasikan armada cadangan, (http://www.jawapos.com/baca/artikel/5053/mulai-operasikan-armada-cadangan (​http:​/​​/​www.jawapos.com​/​baca​/​artikel​/​5053​/​mulai-operasikan-armada-cadangan​), diakses pada 14 april 2015)

Lumonata. 2015.( http://www.mtrans.co.id/driver-and-crew-standardization/ (​http:​/​​/​www.mtrans.co.id​/​driver-and-crew-standardization​/​​), diakses tanggal 25 februari 2015)

Gumilang, Gusti. 2014. Sehari tilang 92 Bus Ugal-ugalan. (http://www.jawapos.com (​http:​/​​/​www.jawapos.com​/​baca​/​artikel​/​5888​/​Sehari-Tilang-92-Bus-Ugal-Ugalan​), diakses tanggal 24 februari 2015)

Syahputra, Wahyu. 2014. Kecelakaan Bus Mudik Lebaran Meningkat. (http://www.republika.co.id/berita/ramadhan/info-mudik/14/08/01/n9mbak-kecelakaan-bus-mudik-lebaran-meningkat (​http:​/​​/​www.republika.co.id​/​berita​/​ramadhan​/​info-mudik​/​14​/​08​/​01​/​n9mbak-kecelakaan-bus-mudik-lebaran-meningkat​), diakses 2 september 2014)

Wibisono, Lanang. 2014. Masih ada awak bus nakal. (http://www.suaramerdeka.com (​http:​/​​/​www.suaramerdeka.com​/​v1​/​index.php​/​read​/​news​/​2012​/​04​/​16​/​115601​/​Masih-Ada-Awak-Bus-Nakal​) diakses tanggal 25 februari 2015)

http://kbbi.web.id/transportasi, 20 (​http:​/​​/​kbbi.web.id​/​transportasi,%2020​) november 2014 (07.03).

Rachmadsyah,Shanti. 2010 (http://www.hukumonline.com/klinik/ detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-(pidana,-perdata,-dan-administratif) (​http:​/​​/​www.hukumonline.com​/​klinik​/​%20detail​/​lt4be012381c490​/​sanksi-hukum-(pidana,-perdata,-dan-administratif)​), diakses tanggal 18 februari 2015)











^1	  Julaikah,Nurul. 2014. Transportasi Umum menjadi kebutuhan utama warga Indonesia,20 November 2014, (http://www.merdeka.com/uang/transportasi-umum-menjadi-kebutuhan-utama-warga-indonesia.html. diakses pada 14 april 2015)
^2	  Adisasmita, Rahardjo. 2015. Analisis kebutuhan transportasi. Yogyakarta:Graha Ilmu. Hlm 23
^3	  _________. 2011. Terminal Purabaya. ( http://www.transSurabaya.com/2011/01/terminal-Purabaya-bungurasih/, diakses pada 14 april 2015) 
^4	  Sudarmawan. 2012. Bus sumber kencono renggut 36nyawa dalam setahun. (http://www.tribunnews.com/regional/2012/01/06/bus-sumber-kencono-renggut-36-nyawa-dalam-satu-tahun, diakses pada 14 april 2015) 
^5	  Lupiyohadi, Rambat dan A. Hamdani.  2006. Manajemen Pemasaran Jasa. Salemba Empat. Hlm 194
^6	  Deas, Sugeng. 2014. Mulai operasikan armada cadangan, (http://www.jawapos.com/baca/artikel/5053/mulai-operasikan-armada-cadangan, diakses pada 14 april 2015)
^7	  Lumonata. 2015.( http://www.mtrans.co.id/driver-and-crew-standardization/, diakses tanggal 25 februari 2015)
^8	  Gumilang, Gusti. 2014. Sehari tilang 92 Bus Ugal-ugalan. (http://www.jawapos.com, diakses tanggal 24 februari 2015)
^9	  Syahputra, Wahyu. 2014. Kecelakaan Bus Mudik Lebaran Meningkat. (http://www.republika.co.id/berita/ramadhan/info-mudik/14/08/01/n9mbak-kecelakaan-bus-mudik-lebaran-meningkat, diakses 2 september 2014)
^10	  Wibisono, Lanang. 2014. Masih ada awak bus nakal. (http://www.suaramerdeka.com diakses tanggal 25 februari 2015)
^11	  Fajar,Mukti. dan Achmad,Yulianto. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Hlm. 153-154
^12	  Matthew B. Miles dan A Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta:UI-Press. Hal 16
^13	  Ibid, Hlm 40
